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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi dan mengetahui strategi yang telah 

dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraan bermotor. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SAMSAT Kabupaten Bekasi. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber 

dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak yaitu 

ekonomi, kurangnya kesadaran, kesulitan pengaturan waktu, pemindahtanganan kendaraan dan kurangnya 

pengetahuan wajib pajak. Strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT yaitu melakukan koordinasi dengan 

perusahaan, membuat program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan, melakukan door to door ke 

alamat penunggak, memberikan layanan pembayaran pajak melalui online, memberikan layanan samsat keliling, 

dan SMS Blast atau WhatsApp Blast. 

 

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor 

 

Pendahuluan 

Pembangunan suatu negara harus terjadi secara merata di seluruh negeri dan benar-

benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat guna memperbaiki hidup. Setiap daerah sudah diberi 

wewenang untuk mengatur ekonominya sendiri, dan untuk mencapai pembangunan nasional 

diperlukan kesiapan dana yang besar (Kurniawan & Azmi, 2019). Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang menunjang keuangan daerah dan sangat 

penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen PAD yaitu pajak 

daerah, penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia dan 

diharapkan dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pajak dapat 

memberikan yang optimal terhadap pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi 

masyarakat Indonesia (Sadewa, 2022). 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah serangkaian kegiatan 

dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi 

dalam Kantor Bersama SAMSAT. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah 

yang berdampak pada realisasi pendapatan pajak daerah. Kepatuhan Wajib Pajak adalah 

kesadaran dan kepatuhan sekelompok orang untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini merupakan data mengenai wajib pajak yang 

tidak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Bekasi: 
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Tabel 1 

Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi 

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi belum stabil dikarenakan pada tahun 2021-2022 

mengalami penurunan dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena 

masih ada wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Kendaraan 

bermotor yang tidak melakukan daftar ulang merupakan kendaraan beredar yang tidak 

membayar tepat waktu sehingga kendaraan tersebut tidak terdaftar di Kantor Pusat Pengelolaan 

Pendapatan. 

Berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak yang patuh melakukan proses Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Bekasi: 

Tabel 2 

Data Kepatuhan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tahun Jumlah Kendaraan 

Bermotor 

Kendaraan yang Sudah 

Melakukan BBNKB 

% 

2021 1.494.314 131,536 9 

2022 1.513.555 136,177 9 

2023 1.556.294 150.571 10 

 Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi 

Berdasarkan tabel 2 diatas, wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

telah melakukan proses balik nama masih rendah. Hal ini disebabkan bahwa masih banyak 

wajib pajak yang merasa jika biaya balik nama mahal dan prosedurnya terlalu rumit. 

 

Metode Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus 

untuk mendalami suatu analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan Miles dan Huberman, dengan reduksi data, tampilan data, 

serta pengambilan keputusan dan verifikasi. 

 

Hasil 

1. Faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, ditemukan beberapa faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor. Berikut faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor: 

a. Ekonomi. Faktor ekonomi memiliki peran sangat signifikan dalam kepatuhan 

wajib pajak. Kondisi ekonomi yang baik dan pendapatan yang memadai 

memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan 

mudah. 

Tahun Jumlah Kendaraan 

Bermotor 

Kendaraan yang Tidak 

Melakukan Pembayaran PKB 

% 

2021 1.494.314 469.983 31,56 

2022 1.513.555 453.455 30,35 

2023 1.556.294 465.647 30,77 
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b. Kurangnya Kesadaran. Masih adanya wajib pajak yang tidak sengaja 

melewatkan tanggal waktu pembayaran karena kesibukkan sehari-hari atau 

kurangnya pengingat untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak lupa 

membayar pajak, dapat mengakibatkan pembayaran denda karena telat 

membayar pajak. 

c. Kesulitan Pengaturan Waktu. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak sering 

mengalami kesulitan mengatur waktu karena kesibukan bekerja, sehingga 

tidak dapat melakukan pembayaran. Walaupun pembayaran juga dapat 

dilakukan secara online, wajib pajak harus tetap ke SAMSAT untuk mencetak 

E-SKKP. 

d. Pemindahtanganan Kendaraan. Proses alih kepemilikan kendaraan seringkali 

menyebabkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab pembayaran pajak. 

Masih ada pemilik kendaraan baru yang belum melakukan balik nama 

kendaraan, sehingga status pembayaran pajak menjadi tidak jelas.  

e. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak. Kurangnya kepatuhan mengenai 

prosedur pembayaran ataupun balik nama, tenggat waktu, serta konsekuensi 

yang didapat ketika terlambat melakukan pembayaran dapat menyebabkan 

kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak. 

 

2. Strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan temuan dari wawancara yang telah dilakukan dan pengamatan 

secara langsung, penulis dapat mengidentifikasi beberapa strategi yang telah 

dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, seperti: 

a. Melakukan Koordinasi dengan Perusahaan. SAMSAT bekerjasama dengan 

perusahaan untuk memeriksa kendaraan yang belum melakukan pembayaran 

pajak.  

b. Membuat Program Bebas Bea Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan, 

dengan menawarkan pembebasan biaya balik nama kendaraan dan potongan 

harga untuk pembayaran pajak kendaraan dapat mengurangi beban finansial 

yang dirasakan wajib pajak. 

c. Melakukan Door to Door ke alamat penunggak. Petugas SAMSAT secara 

langsung melakukan pemeriksaan ke alamat wajib pajak yang tidak melakukan 

pembayaran dan mendiskusikan mengenai kendala atau yang dihadapi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

d. Memberikan Layanan Pembayaran Melalui Online, dengan adanya 

pembayaran online, wajib pajak dapat lebih mudah untuk melakukan 

kewajiban perpajakannya. 

e. Memberikan Layanan Samsat Keliling. Layanan ini, dapat menguntungkan 

wajib pajak, dikarenakan wajib pajak tidak perlu melakukan perjalanan jauh 

datang ke SAMSAT, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. 

f. SMS Blast atau WhatsApp Blast, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi 

yang mudah diakses oleh wajib pajak dapat mengingatkan tenggat waktu 

pembayaran pajak dan informasi penting lainnya. Peringatan ini membantu 

wajib pajak untuk mencegah wajib pajak lupa atau terlambat membayar 

kewajiban pajaknya.  

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten 

Bekasi, terdapat usulan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, seperti. 1) Melakukan Kerjasama Dengan Kelurahan. 2) 
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Melakukan Rekrutmen dan Pelatihan Sumber Daya Manusia. 3) Melakukan 

Sosialisasi ke Desa. 4) Pengiriman Dokumen Menggunakan Jasa Kurir. 

 

Kesimpulan 

Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi, yaitu ekonomi, kurangnya 

kesadaran, kesulitan pengaturan waktu, pemindahtanganan kendaraan, kurangnya pengetahuan 

wajib pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut menjadikan SAMSAT Kabupaten 

Bekasi memiliki strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraan bermotor yaitu, melakukan koordinasi dengan perusahaan, membuat 

program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan, melakukan door to door ke alamat 

penunggak, memberikan layanan pembayaran pajak melalui online, memberikan layanan 

samsat keliling dan SMS Blast atau WhatsApp Blast. 
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